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P U T U S A N 

Nomor  0000/Pdt.G/2022/PA.Kds 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut  dalam perkara Cerai Talak antara :  

Pemohon,  , Umur : 28 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : Madrasah Aliyah, 

Pekerjaan: Petani, Alamat :   Kabupaten Kudus,  sebagai Pemohon;  

melawan 

Termohon,   Umur : 24 tahun, Agama : Islam, Pendidikan: Madrasah Aliyah, 

Pekerjaan : wiraswasta, Alamat :   Kabupaten Kudus, sebagai 

Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah membaca surat-surat perkara ;   

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;   

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November  

2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 

0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 23 November 2022 telah mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 telah dilangsungkan perkawinan 

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan   Kabupaten Kudus 

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah   

2. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon 

berstatus perawan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3.  Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang 

tua Pemohon di Kabupaten Kudus selama 11 (sebelas)bulan, kemudian 

Pemohon dan Termohon pisah selama 1 (satu) bulan; 

4.  Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan 

hubungan intim sebagaimana  layaknya suami-isteri (ba’da dukhul), namun 

belum dikaruniai anak. 

5. Bahwa sejak awal usia pernikahan ketenteraman rumah tangga antara 

Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan, perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain : 

 Termohon selalu berkata kepada Pemohon bahwasanya Termohon 

belum siap menikah dan memiliki pasangan, dikarenakan masih ingin 

menikmati hidup sendiri, bebas, tanpa ikatan pernikahan; 

  Termohon keras kepala, suka membantah dan susah dinasehati;   

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 14 

Bulan Oktober Tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon yang 

mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sehingga sejak 

tanggal 14 bulan Oktober tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon 

sudah berpisah selama 1 (satu) bulan; 

7. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali mengajak rukun kembali kepada 

Termohon , namun usaha Pemohon diabaikan, sehingga Perkawinan 

Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian; 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan 

cerai talak ini dikabulkan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa 

dan memutus perkara ini sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak raj’I 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Kudus ; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk 

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan 

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan 

Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon 

dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; 

4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). 

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang 

menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau 

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun 

menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti  

Pengadilan Agama Kudus yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;  

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar 

untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, 

akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan 

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh 

Pemohon;   

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka 

jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun oleh 

karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka 

kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;  

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon  telah 

mengajukan bukti surat berupa : 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk   atas nama Pemohon yang dikeluarkan 

oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 02-02-2020, bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. dan 

diparaf; 

2) Fotokopi  Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari 

Kantor Urusan Agama  (KUA) Kecamatan  Kabupaten Kudus   bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. dan 

diparaf; 

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah : 

1. Saksi 1, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di 

persidangan sebagai berikut :  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

sebagai ibu kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri yang 

menikah pada bulan November 2021 yang lalu ; 

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama 

di rumah orang tua Pemohon 

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara 

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang disebabkan Termohon sering mebantah, keras kepala dan tidak 

menghargai Pemohon sebagai seorang suami ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah 

sejak bulan Oktober 2022 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah 

bersatu lagi; 

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak 

pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon 

tetap berkeinginan bercerai dari Termohon; 

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon; 

2. Saksi 2, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di 

persidangan sebagai berikut :  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

sebagai paklik Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri yang 

menikah 1 (satu) tahun yang lalu ; 

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama 

di rumah orang tua Pemohon 

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum 

dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara 

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

namun saksi tidak mengetahui penyebabnya 

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah 

sejak bulan Oktober 2022 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah 

bersatu lagi; 

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak 

pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon 

tetap berkeinginan bercerai dari Termohon; 

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon; 

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon 

membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak mengajukan bukti-bukti lagi; 

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

permohonannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat 

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini   

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  

adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal 

mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah 

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu 

perkara ini harus segera diputuskan;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

cerai talak  adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu berkata 

kepada Pemohon bahwasanya Termohon belum siap menikah dan memiliki 

pasangan, dikarenakan masih ingin menikmati hidup sendiri, bebas, tanpa 

ikatan pernikahan dan  Termohon keras kepala, suka membantah dan susah 

dinasehati. Puncaknya pada tanggal 14 Oktober 2022 Pemohon dengan 

Termohon berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak 

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri; 

Menimbang bahwa Hakim sependapat  dan mengambil alih pendapat 

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404  yang berbunyi: 

 لاحق له من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian  

enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang  

yang dholim dan gugurlah haknya” ;  

Menimbang bahwa  oleh karena Termohon  tidak hadir di persidangan 

serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti 

telah membenarkan  dalil-dalil permohonan Pemohon;    

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena 

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan 

permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang 
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani 

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai 

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan 

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

(volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

identitas Pemohon benar sesuai permohonan; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai 

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga 

sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 November 2021;  

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak 

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;    

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat 

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan  
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sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan 

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 27 November 2021 di Kantor Urusan Agama  

(KUA) Kecamatan   Kabupaten Kudus 

2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai  

anak; 

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran ; 

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah  berpisah rumah sejak 

bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak 

pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya 

masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; 

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon 

dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan 

sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin 

bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus 
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon 

dan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan 

Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang dan  sudah tidak mungkin 

lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan 

rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan 

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat 

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : 

 

 Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim 

berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan 

permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi: 

 

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum 
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permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut 

dikabulkan;  

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Kudus; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember  

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh 

Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh 

Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan 

dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 

Hakim 
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Hj. Rodiyah, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Dra.Hj. Fathiyah 

 

Perincian Biaya 

1. PNBP 

a. Pendaftaran    : Rp.   30.000,00 

b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp.   10.000,00 

c. Panggilan Pertama Termohon : Rp.   10.000,00 

d. Redaksi    : Rp.   10.000,00 

e. Pemberitahuan Isi putusan  : Rp.   10.000,00 

2. Biaya Proses    : Rp.   75.000,00 

3. Biaya Panggilan   : Rp. 300.000,00 

4. Meterai     : Rp.   10.000,00 

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 100.000,00  

   J u m l a h     : Rp. 555.000,00  

          (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

==================================================== 
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